
BAB III

JAMINANAN FIDUSIA

A. Jaminan Fidusia

1. Pengertian

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan,yaitu

penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan(agunan) bagi

pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut denganistilah FEO, yang merupakan

singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht.Penyerahan hak milik atas benda ini

dimaksudkan hanya sebagai agunan bagipelunasan utang tertentu, di mana memberikan

kedudukan yang diutamakankepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor

lainnya.1

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999

TentangJaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa :fidusia adalah pengalihan hak

kepemilikan suatu benda atas dasarkepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannyadialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan

pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yangmenyatakan,

bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yangberwujud

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerakkhususnya bangunan yang tidak

dapat dibebani hak tanggungansebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

pemberifidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

1 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 283
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memberikankedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap

kreditorlainnya.2

2. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminanutang

dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebanijaminan fidusia yaitu

:

a. Benda bergerak berwujud

1) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor

2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunanpabrik, alat-alat

inventaris kantor

3) Perhiasan

4) Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangandengan

daftar mutasi barang

5) Kapal laut berukuran dibawah 20 m

6) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es danmesin jahit

7) Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedotair.

b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:

1) Wesel

2) Sertifikat deposito

3) Saham

4) Obligasi

5) Konosemen

6) Piutang ynag diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yangdiperoleh kemudian

2 Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



7) Deposito berjangka.

c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerakberwujud atau

benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidakbergerak yang tidak dapat

dibebani hak tanggungan.

d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusiadiasuransikan.

e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani haktanggungan

yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakaiatas tanah Negara (UU No.

16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yangdibangun di atas tanah orang lain sesuai

pasal 15 UU No. 5 tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman.

f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikanmaupun

piutang yang diperoleh kemudian hari.3

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dantidak

bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai haktanggungan, hipotik

kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.4

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik

secarakepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak-

hakkebendaan disini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dandialihkan. Ciri-

ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebutterdapat dalam surat dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRupublik Indonesia tertanggal 27

September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74menjelaskan bahwa:

3 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung : Alpabeta, 2009), h. 212-213
4 Tri Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, (Bogor : Ghalia

Indonesia, 2006) h. 269



a. Hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehinggabisa dipertahankan

terhadap siapa pun.

b. Hak kebendaan punya zaakgevolg atau droit de suite. Artinya, hak tersebutmengikuti

bendanya di mana pun atau di tangan siapa pun benda tersebutberada.

c. Hak kebendaan memiliki droit de preference (hak mendahului). Artinya,pemegang

jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebihdahulu daripada

kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijaminkan.5

3. Terjadinya Jaminan Fidusia

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam

bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Alasanundang-undang

menetapkan dengan akta notaris, adalah:

1) Akta notaris adalah akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian

sempurna

2) Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak

3) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.6

Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sekurang-kurangnyamemuat :

a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

5Irma Devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan, (Jakarta : Mizan Pustaka, 2011) h. 83-84
6Purwadi Patrik dan Kashadi.Hukum Jaminan, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

2008), h. 40



c) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

d) Nilai penjaminan

e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.7

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan padaKantor

Pendaftaran Fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagipenerima fidusia,

memberi kepastian hukum kepada kreditor lainmengenai benda yang telah dibebani

jaminan fidusia dan memberikan hakyang didahulukan terhadap kreditor lain dan

untuk memenuhi asaspublisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia,kuasa atau

wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminanfidusia, meliputi:

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukannotaris yang

membuat akta jaminan fidusia

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

e. Nilai penjaminan

f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam bukudaftar fidusia

pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaanpermohonan pendaftaran. Setelah

pendaftaran fidusia dilakukan, kantorpendaftaran fidusia menerbitkan dan

menyerahkan kepada penerimafidusia sertifikat jaminan fidusia yang merupakan

salinan dari bukudaftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan

7Pasal 6 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



dalampendaftaran jaminan fidusia, dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yangsama

dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftarfidusia.Dalam sertifikat

jaminan fidusia dicantumkan kata-kata: “demikeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa”.8

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang samadengan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap. Apabila

terdapat perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalamsertifikat jaminan fidusia,

penerima fidusia wajib mengajukanpermohonan pendaftaran atas perubahan tersebut

kepada Kantorpendaftaran fidusia.Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal

penerimaan permohonanperubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam

buku daftarfidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan

bagianyang tidak terpisahkan dari sertifikat fidusia.

c. Penghapusan Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia, undang-undang fidusia telahmenetapkan

karena hal-hal sebagai berikut:

1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

Sifat jaminan fidusia merupakan ikutan atau accessoir dariperjanjian

pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaanartinya ada atau

tidaknya jaminan fidusia tergantung perjanjianutangnya.Hapusnya utang dapat

disebabkan berbagai hal misalnyakarena ada pelunasan utang atau penawaran

tunai yang diikuti denganpenyimpanan atau novasi atau pembaharuan utang dan

lain-lain.

8Pasal 15 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



Hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan hapusnya utang

karenapembayaran atau pelunasan utang merupakan carayang paling

banyakterjadi. Adanya pelunasan utang dapat dibuktikan dari keterangantertulis

dari kreditur.Hapusnya utang mengakibatkan hapusnyajaminan fidusia.

2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Kreditur sebagai penerima fidusia dapat saja melepaskan jaminanfidusia

artinya kreditur tidak menginginkan lagi benda yang menjadiobjek jaminan

fidusia menjadi jaminan lagi, misalnya karena terjadipenggantian jaminan

sehingga jaminan lama dihapuskan.Hapusnya jaminan fidusia karena dilepaskan

oleh kreditur sebagaipenerima fidusia dapat dilakukan dengan keterangan atau

pernyataantertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur atau

pemberifidusia.

3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnahdisebabkan

karena kebakaran, hilang, dan penyebab lainnya makajaminan fidusia menjadi

hapus.Apabila benda yang menjadi objekjaminan fidusia diasuransikan kemudian

benda tersebut musnah makadengan musnahnya benda tersebut tidak

menghapuskan klaimasuransi.Dengan demikian hak-hak asuransi dapat dipakai

sebagaipengganti objek jaminan fidusia yang musnah sebagai sumberpelunasan

hutang debitur.



4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadapbenda yang

menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

a. Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakaneksekusi

melalui lembaga parate eksekusi.

b. Penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melaluipelelangan

umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.

c. Penjualan dibawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akandieksekusi

harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.9

Dalam pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu)bulan sejak

diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerimafidusia kepada pihak-pihak

yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnyadalam 2 (dua) surat kabar yang beredar

di daerah yang bersangkutan.Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia

wajibmenyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.Apabila pemberifidusia

tidak menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerimafidusia berhak

mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia danapabila perlu, dapat meminta

bantuan pihak yang berwenang.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusiawajib

mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namunapabila hasil eksekusi

tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetapbertanggung jawab atas utang yang

belum terbayar.

B. Jaminan dalam Islam (Rahn)

9Purwadi Patrik dan Kashadi.Op. cit, h. 46



1. Pengertian

Rahn secara bahasa berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan

danpenahanan.Menurut istilah rahn yaitu perjanjian (akad) pinjam-meminjamdengan

menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.10

Para ulama mendefinisikan dengan penetapan suatu barang yangmemiliki nilai

dalam pandangan syari’at sebagai jaminan atas utang yangmana utang tersebut atau

sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yangdigadaikan.11Dengan demikian,

secara sederhana dapat dijelaskan bahwarahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yangmenyerahkan

jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerimajaminan disebut murtahin.12

10Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105
11Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, (Jakarta : Cakrawal Publishing, 2009), h. 242
12Gufron A Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.176



2. Dasar Hukum











Artinya:Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang

kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian.
Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (QS. al-Baqarah : 283).13

3. Fatwa MUI

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentangRahn adalah

sebagai berikut:

a. Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutangdalam bentuk

rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut;

b. Ketentuan Umum

1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun(barang)

sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang)dilunasi.

2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya,marhun tidak

boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin,dengan tidak mengurangi

13 Departemen Agama RI, Op.cit, h. 27



nilai marhun dan pemanfaatannya itusekedar pengganti biaya pemeliharaan dan

perawatannya.

3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadikewajiban rahin,

namun dapat dilakukan juga oleh murtahin,sedangkan biaya dan pemeliharaan

penyimpanan tetap menjadikewajiban rahin.

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak bolehditentukan

berdasarkan jumlah pinjaman.

5) Penjualan marhun

a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuksegera

melunasi hutangnya.

b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhundijual paksa

atau dieksekusi melalui lelang sesuai syari’ah.

c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biayapemeliharaan

dan penyimpanan yang belum dibayar serta biayapenjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannyamenjadi

kewajiban rahin.

4. Rukun dan Syarat

Rukun-rukun rahn ada 4 yaitu meliputi:

a. Akad ijab dan kabul

b. Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yangmenggadaikan

(murtahin)

c. Barang yang dijadikan jaminan (marhun)



d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.14

Mengenai syarat-syarat rahn, ada dua syarat yang disebutkan dalamsyara’, yaitu

syarat sah dan syarat kerusakan.Syarat yang pertama yaitu syaratsah yaitu mengenai

penguasaan atas barang jaminan.15

Pendapat Maliki, Hanafi dan Syafi’i bahwa akad gadai dianggap sahdengan

semata-mata adanya penerimaan (qabul). Sedangkan Hambaliberpendapat termasuk

syarat sahnya rahn adalah penyerahan (ijab).Makarahn dikatakan tidak sah apabila tidak

adanya penyerahan.16

Syarat yang kedua merupakan syarat kerusakan yang dapatmembatalkan rahn

yaitu apabila seseorang menggadaikan barang dengansyarat bahwa ia akan membawa

haknya pada masanya, dan jika tidak, makabarang tersebut menjadi milik penerima

gadai.17Fuqaha telah sependapatbahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai. Ini

berdasar dari sebuahhadits:

لا یغلق الرھن من صاحبھ الذى رھنھ لھ غنمھ و علیھ غرمھ

Artinya: Janganlah ia (pemegang gadaian) menutuphak gadaian dari

pemiliknya(rahin)yang menggadaikan. Ia berhak

memperolehbagiannya.Dandiaberkewajibanmembayargharamahnya.”).18

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa rahn itu baru dianggap sah apabilamemenuhi

empat syarat, yaitu:

a. Berakal

14Hendi Suhendi, Op. Cit.,h. 107-108
15Bidayatul Mujtahid, (Semarang : Asy- Syifa’, 1990) h. 308
16Muhammad Syaikh al-allamah, Fiqh Empat Mazhab, (Bandung : Hasyimi , 2001), h. 249
17Bidayatul Mujtahid, Op. Cit. h. 131
18Bidayatul Mujtahid, (Semarang : Asy- Syifa’, 1990) h. 131



b. Baligh

c. Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung, meskipun barangyang

digadaikan tidak menjadi miliknya secara penuh.

d. Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.19

19 Sayyid Sabiq, Ibid, h. 244


